PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

J1. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 009 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) hurup

h Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

Pejabat Pengadaan adalah pejabat Administrasi/Pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan /atau E-Purchasing;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.

. Undang-undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ;

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden RI Nomor 79 tahun 2006 tentang
Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;



Menetapkan :

KESATU

15. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;

16. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa:

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tinur Nomor 05 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tmur Tahun
2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur
Nomor 124);

20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun;

22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 ( Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGADAAN DAN BARANG JASA PADA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

Menunjuk Saudara AKMALUDDIN, S.Pt NIP :
197512272009021004 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2026;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pejabat Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

k)

Menyusun rencana pemilihan penyediaan Barang/ Jasa
Menetapkan Dokumen Pengadaan;

Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
masing masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

Menilai  kualifikasi  Penyedia  Barang/Jasa  melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen
pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PA/KPA;

Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada
PA/KPA;

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2026;

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili

NIP: 196806101994032014



